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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6/PERMEN-KP/2013 

TENTANG 
PRESENSI ELEKTRONIK 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan 
kepatuhan  Pegawai Negeri Sipil  terhadap  jam kerja, 
perlu menerapkan presensi elektronik di Lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Presensi 
Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan; 

Mengingat: 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Nomor 3890); 
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 2.  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4450); 

 3.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

 4.  Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 141); 

 5.  Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 142); 

 6.  Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang 
Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 

 7.  Keputusan  Presiden  Nomor 84/P Tahun  2009, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 05/P Tahun 2013; 

 8.  Keputusan Presiden RI Nomor 15/M Tahun 2013; 

 9.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 
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 11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
KEP.32/MEN/2003 tentang Hari dan Jam Kerja di 
Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 

Memperhatikan: 1.  Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

 2.  Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
389/SJ/KP.710/V/2012 tentang Penegakan Disiplin 
dan Kewajiban Mematuhi Jam Kerja Bagi Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

Pasal 1 

Presensi pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 
dilaksanakan secara elektronik, dengan ketentuan sebagaimana tersebut 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 

Pasal 2 

Ketentuan Presensi Elektronik di lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam 
pelaksanaan presensi elektronik bagi pegawai di lingkungan Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 

Pasal 3 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 April 2013 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
SHARIF C. SUTARDJO 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 April 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
  
AMIR SYAMSUDIN 
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